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CORRESPONDENCE

This research aims to assess whether executive characteristic, institutional ownership and
audit quality influence tax avoidance in manufacturing industry sector companies listed on
the IDX for the 2018-2022 period. The research method used is quantitative. The variable
used is the dependent variable consisting of tax avoidance. Meanwhile, the independent
variables include executive character, institutional ownership, and audit quality. Control
variables consist of firm size and leverage. The population of this research is all companies
listed on the BEI in 2018-2022. Sampling is based on specific criteria using a non-probability
sampling method with a purposive sampling technique. The sample criteria are completeness
of the 2018-2022 financial reports, completeness of research variable data, and inclusion in
the audited financial reports of the big four KAP companies. This research data analysis uses
the SPSS application with multiple linear regression techniques. The results of the findings
are that executive character has a positive effect on tax avoidance in manufacturing
companies listed on the IDX. Institutional ownership has a negative effect on tax avoidance in
manufacturing companies listed on the IDX. Audit quality has a negative effect on tax

avoidance in manufacturing companies listed on the IDX.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan data Tax Justice Network yang dilaporkan dalam
Tax Justice tahun 2020, Indonesia dihadapkan pada kerugian
akibat akitvitas penghindaran pajak sebesar Rp 68,7 Triliun.
Kerugian itu sebagian besar disebabkan oleh Wajib Pajak
Badan yang melakukan penghindaran pajak (The State of Justice,
2020). Hal ini diperkuat dengan adanya disrupsi digital
beberapa tahun terakhir yang berpotensi meningkatkan
penghindaran pajak melalui shadow economy. Fenomena shadow
economy adalah suatu keniscayaan atas perubahan struktur
ekonomi yang berhilir pada digitalisasi dan meningkatnya
sektor informal. Digitalisasi memang memunculkan berbagai
kemudahan dalam bisnis namun jika hal ini tidak dimitigasi
dengan kesiapan sistem perpajakan dalam aktivitas ekonomi
digital justru akan berpotensi meningkatkan penghindaran
pajak (DDTC, 2023). Wajib pajak badan merasa cemas dengan
adanya kewajiban pembayaran pajak yang dirasa terlalu tinggi
dan membebani atau dengan kata lain mengalami “Phobia
Pajak”. Oleh karena itu, di sisi lain perusahaan menganggap
perlu adanya sebuah strategi pajak yang baik untuk mengelola
kewajiban pajak secara lebih efisien.

Investor mengharapkan manajemen untuk bertindak atas
kepentingan mereka dengan berfokus untuk memaksimalkan
pendapatan. Hal ini memiliki konsekuensi lain yaitu
pengambilan keputusan yang diambil manajemen untuk
mengurangi beban pajak perusahaan (Chang et al., 2013; Putri
et al,, 2016) selama manfaat yang diterima melebihi biaya yang
dikeluarkan (Bird & Karolyi, 2017; Khurana & Moser, 2013).
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Salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh wajib
pajak badan adalah dengan melakukan tax avoidance. Tax
avoidance dinilai sebagai salah satu strategi perusahaan dalam
rangka mengurangi pembayaran pajak.  Strategi ini
menggunakan berbagai kelemahan peraturan yang ada dalam
undang-undang perpajakan (Girindratama & Rudiawarni,
2022). Tax avoidance menerapkan manipulasi pada laporan
keuangan sedemikian rupa sehingga biaya pembayaran pajak
tidak terlalu tinggi (Badertscher et al., 2013; Kim et al., 2011).
Indonesia  bergantung pada pendapatan pajak untuk
mengembangkan infrastruktur dan membiayai operasional
negara. Oleh karenanya, pemerintah berewenang melakukan
pengawasan pada Perusahaan untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya,

Penghindaran pajak jika tidak dikelola dengan baik maka
akan menimbulkan implikasi negatif bagi Perusahaan. Hal ini
disebabkan adanya risiko regulasi dan risiko reputasi yang
timbul (Girindratama & Narsa, 2019). Oleh karena itu, perlu
adanya sebuah mekanisme pengawasan dan pengendalian yang
baik melalui implementasi Good Corporate Governance (GCG).
Dengan adanya mekanisme GCG, perusahaan akan memiliki
integritas dalam akuntabilitasnya sehingga mampu mengambil
keputusan terkait dengan strategi perpajakan secara lebih etis.
Hubungan mekanisme GCG dan penghindaran pajak yang
dilakukan perusahaan dapat dimanifestasikan dalam karakter
eksekutif (Adeyani & Winnie, 2016; Baghdadi et al, 2022),
struktur kepemilikan (Alkurdi & Mardini, 2020; Chang et al.,
2013; Gaaya et al., 2017; Hasan et al., 2022; Khan et al., 2017;
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Khurana & Moser, 2013; Mindzak & Zeng, 2020; Richardson et
al., 2016; Shi et al,, 2020) serta kualitas audit (Ayuputri et al.,
2023; Bird & Karolyi, 2017; Mitto et al., 2023).

Penghindaran pajak biasanya didasarkan atas pilihan
keputusan yang diambil oleh manajemen puncak. Eksekutif
cenderung untuk mengambil risiko dalam mengambil
keputusan bisnis (Baghdadi et al., 2022). Lukito & Oktaviani
(2022) dan Merkusiwati & Damayanthi (2019) menemukan
bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka karakter
eksekutif memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran
pajak.

Struktur kepemilikan yang berbeda akan mempengaruhi
penghindaran pajak perusahaan dengan cara yang berbeda
(Hasan et al, 2022). Khurana & Moser (2013) menemukan
bahwa kepemilikan institusional dalam jangka panjang akan
meningkatkan transparansi dan menurunkan perilaku
oportunistik manajemen schingga akan mengurangi aktivitas
penghindaran pajak. Hasil penelitian Alkurdi & Mardini
(2020), menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki
relasi signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan
demikian, kepemilikan institusional akan menurunkan
penghindaran pajak.

Asimetri informasi dan benturan kepentingan dalam
hubungan keagenan dapat dimitigasi oleh pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor eksternal (Mitto et al, 2023). Hasil
penelitian Ayuputri et al. (2023) dan Kanagaretnam et al.
(2016) menemukan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh
signifikan terhadap penghindaran pajak. Kami mengasumsikan
bahwa auditor juga akan memeriksa risiko yang timbul akibat
perilaku agresif klien terkait penghindaran pajak. Dengan
demikian, klien auditor Big 4 memiliki insentif yang lebih
rendah dibandingkan dengan klien auditor non-Big 4 untuk
melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan eksekutif dalam perusahaan memainkan
peranan penting dalam membentuk strategi perencanaan pajak
perusahaan (Dyreng et al, 2010). Namun demikian, perlu
dilihat lebih jauh seberapa besar karakteristik personal
eksekutif dalam menjelaskan variasi keputusan perencanaan
pajak yang diambil. Eksekutif memiliki dua karakteristik
personal yaitu risk takers dan risk averse. Eksekutif yang memiliki
karakter risk takers merupakan eksekutif yang memiliki
keberanian dalam mengambil Keputusan dan cenderung
memiliki keinginan atas otoritas dan kedudukan yang lebih
tinggi, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter risk averse,
berfokus pada keputusan bisnis yang tidak menimbulkan risiko
tinggi. Strategi perencanaan pajak memerlukan kreativitas,
inovasi dan keinginan dalam menerima risiko yang ada (Abdoh
& Liu, 2021). Strategi penghindaran pajak yang agresif akan
menghasilkan risiko yang tinggi.

Eksekutif tidak selalu memiliki pengetahuan perpajakan
yang baik. Demikian juga, keputusan eksekutif lebih berfokus
pada keputusan-keputusan operasional dan keuangan. Namun
demikian, keputusan tersebut tentu memiliki implikasi dalam
hal perpajakan. Ketika eksekutif cenderung mengambil risiko
maka akan mengekspos strategi penghindaran pajak (Baghdadi
et al., 2022). Berbeda halnya bilamana eksekutif cenderung
menghindari risiko, maka kecenderungan untuk tidak
melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh
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Baghdadi et al. ( 2022), menemukan bahwa karakter eksekutif
yang diukur melalui kecenderungan untuk mengambil risiko
dan hobi yang dimiliki oleh eksekutif memiliki pengaruh
terhadap kecenderungan untuk melakukan penghindaran
pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan Adeyani
& Winnie (2016), yang menemukan bahwa tidak ada relasi
yang signifikan antara karakter eksekutif dengan penghindaran
pajak.

Hl:  Karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran
Pajak

Dalam perspektif teori keagenan, benturan kepentingan
dapat terjadi antara investor insitusional (Principal) dan
manajemen (Agent). Konflik ini terjadi karena manajemen akan
memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, dengan tujuan
untuk mengambil keuntungan dan bertindak melawan
kepentingan investor (Jensen & Meckling, 1976). Konflik
keagenan seringkali terjadi di negara berkembang, hal ini
disebabkan pada negara berkembang struktur kepemilikan
cenderung terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali
(Shi et al, 2020). Volatilitas harga saham mengindikasikan
risiko bagi investor. Oleh karena itu, investor termotivasi untuk
mengawasi perilaku oportunistik manajemen.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu komponen
penting dalam pengawasan perilaku manajemen (Alkurdi &
Mardini, 2020). Dalam hal aktivitas penghindaran pajak,
investor institusional memiliki kendali melebihi fungsi
utamanya. Struktur kepemilikan dengan proporsi investor
institusional ~ yang  besar  cenderung  meningkatkan
penghindaran pajak (Mindzak & Zeng, 2020). Investor
institusional dapat bertindak dua arah. Mereka memiliki kuasa
untuk meningkatkan strategi penghindaran pajak agar
menjadikan perusahaan lebih menguntungkan. Namun di lain
sisi, mereka dapat membatasi risiko yang ada atas strategi
penghindaran pajak jika dianggap melebihi manfaat yang
diterima (Girindratama & Rudiawarni, 2022). Oleh karena itu,
hipotesis kedua dirumuskan tanpa menyarankan arah positif
atau negatif.

H2: Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kantor Akuntan Publik (KAP) besar memiliki insentif yang
lebih besar dalam menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi
(DeAngelo, 1981) karena mempertahankan nama besar KAP
mereka. Sejalan dengan hal itu, Kanagaretnam et al. (2016),
mengatakan kualitas audit merupakan mekanisme pengawasan
yang baik untuk memastikan bahwa pajak telah dibayarkan
dalam jumlah yang tepat sehingga memiliki relasi negatif atas
kemungkinan agresivitas pajak klien. Auditor tentu telah
mempertimbangkan risiko yang timbul akibat agresivitas pajak
yang dilakukan oleh klien. Asimetri informasi dan konflik
kepentingan dapat dimitigasi melalui laporan keuangan yang
diperiksa oleh auditor eksternal (Matto et al, 2023). Kami
mengasumsikan bahwa KAP Big4 memiliki lebih banyak
insentif untuk memastikan bahwa pembayaran pajak klien
mereka tidak menyimpang dari regulasi terkait. Di sisi lain.
Kami mengasumsikan bahwa KAP non-Big4 dalam memonitor
aktivitas pembayaran pajak klien mereka tidak setinggi auditor
Big4.

https://doi.org/10.35308/akbis.v8i1.9084
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Sudut pandang yang lain melihat bahwa salah satu peran
dari auditor dalam pelaporan perpajakan perusahaan adalah
menyediakan jasa perencanaan pajak untuk menghindari
pembayaran pajak yang tidak diperlukan selama hal itu tidak
melanggar regulasi perpajakan yang ada (Desai & Dharmapala,
2006). Hogan & Noga (2015) menemukan bahwa tingkat biaya
yang dibayarkan untuk jasa pajak yang disediakan oleh auditor
berhubungan positif dengan penghindaran pajak.

H3: Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran
pajak.

Selain itu kami juga menggunakan beberapa variabel
kontrol dalam model penelitian yaitu ukuran perusahaan dan
leverage. Karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan
dan struktur hutang menentukan tingkat kepercayaan investor
terhadap perusahaan sehingga juga dapat mempengaruhi
peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak
(Adeyani & Winnie, 2016).

Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada
konteks negara maju, sedangkan pada penelitian ini dilakukan
pada konteks negara berkembang yaitu Indonesia. Kemudian
adanya pergeseran-pergeseran terkini secara kontekstual
diantaranya meliputi perubahan kondisi ekonomi, sosial dan
disrupsi teknologi memungkinkan hasil penelitian sebelumnya
tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini. Hasil dari
penelitian  ini diharapkan memiliki kontribusi untuk
memperkaya literatur empiris yang ada khususnya literatur
pada bidang ilmu akuntansi keuangan dan perpajakan serta
bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali temuan yang ada
sebelumnya terkait dengan hubungan mekanisme GCG dan
penghindaran pajak. penelitian ini memiliki tujuan untuk
membuktikan apakah mekanisme GCG yang diproksikan
melalui karakter eksekutif, kepemilikian institusional dan
kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Adapun Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual dalam
penelitian ini.

Karakter Eksekutif
(x1) H1
ilikan Institusional H2 Tax Avoidance
(X2)
(Y)
H3 x
Kualitas Audit
(X3) Variakel Kontrol
Ukuran Perusahaan (X4),
Leverage (X5)

Gambar 1. Kerangka konseptual

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dalam
jenis asosiatif yang menitikberatkan pada penggunaan angka
dalam pengumpulan dan analisis data untuk menemukan
hubungan antar variabel. Pendekatan ini menggunakan logika
positivism untuk memecah fenomena sosial menjadi variabel
yang dapat diungkapkan secara numerik. Variabel ini kemudian
dapat dieksplorasi hubungannya menggunakan teknik statistik
dan diukur secara teratur (Becker et al, 2012) untuk
menjelaskan hubungan antar variabel dan menjawab hipotesis
yang diajukan. Tabel 1 menyajikan ringkasan proses pemilihan
sampel.

https://doi.org/10.35308/akbis.v8i1.9084

Pemilihan Sampel

Sampel awal dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan publik sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Perusahaan sampel
harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, perusahaan
terdaftar pada sektor manufaktur selama periode pengamatan.
Kedua, menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan
dengan lengkap. Ketiga, memiliki kelengkapan data variabel
penelitian. Keempat, sampel yang memiliki data ekstrem.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel N

Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di

BEI tahun 2018-2022 935
Perusahaan yang tidak menterbitkan laporan
keuangan dan laporan tahunan secara (340)
berturutan
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan

; (160)
data variabel
Outlier 6)
Sampel Final (tahun perusahaan) 449

Data variabel penelitian diperoleh dari laporan keuangan
dan laporan tahunan yang diakses melalui database BEL Setelah
melakukan beberapa kali eliminasi atas kriteria pengambilan
sampel, maka sampel dalam penelitian ini sebesar 91
perusahaan yang mewakili 455 observasi tahun-perusahaan.
kemudian kami mengeliminasi sampel yang memiliki data
ekstrem sebanyak 6 sehingga diperoleh sampel final sebesar
449 tahun perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak diproksikan
melalui Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR dihitung dengan
cara kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibagi dengan
laba sebelum pajak (Khan et al., 2017).

Terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Karakter Eksekutif (EXCH), Kepemilikan
Institusional (IOWN) dan Kualitas Audit (BIG4). Kami
mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Adeyani & Winnie
(2016) untuk mengukur EXCH. EXCH merupakan variabel
dummy yang diproksikan melalui risiko yang dimiliki oleh
perusahaan. Risiko dihitung melalui standar deviasi. Apabila
suatu perusahaan memiliki nilai standar deviasi lebih dari rata-
rata standar deviasi seluruh perusahaan maka diberikan nilai 1
yang artinya memiliki eksekutif yang memiliki karakter risk
taker. Sedangkan jika perusahaan memiliki nilai standar deviasi
kurang dari rata-rata standar deviasi seluruh perusahaan maka
diberikan nilai 0 yang artinya memiliki eksekutif yang memiliki
karakter risk averse.

Variabel independen kedua yaitu kepemilikan insitusional.
IOWN merupakan persentase proporsi saham yang dimiliki
oleh investor institusional pada akhir tahun (Alkurdi &
Mardini, 2020). Selanjutnya variabel independen ketiga yaitu
kualitas audit. Sejalan dengan penelitian Gaaya et al. (2017),
kualitas audit diproksikan melalui BIG4 yang merupakan
variabel dummy. Dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG
4 diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP BIG
4 diberi nilai O.
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Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian
ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) dan LEVERAGE (LEVG).
SIZE dihitung menggunakan rumus logaritma natural (In) dari
total aset pada tahun perusahaan. Sedangkan LEVG dihitung
menggunakan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset
(Adeyani & Winnie,2016). Untuk menguji hubungan antar
variabel dalam penelitian ini maka digunakan model regresi
berikut.

CETRit = Bo + BIEXCHir + B2lOWNi; + B3BIG4ir + B4SIZEi; +
BSLEVGit#Eit covveermmvreeesnsseesssssereessssssssssssssessssssssssssssssssssessesssssssssssssnnesees o

Keterangan:

CETR - Penghindaran pajak
EXCH - Karakter eksekutif
IOWN = Kepemilikan institusional
BIG4  =Kualitas audit

SIZE = Ukuran perusahaan
LEVG = Leverage

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif atas variabel
dependen (CETR), variabel indenpenden (CETR, EXCH,
IOWN), serta variabel kontrol (SIZE, LEVG) yang digunakan
sebagai model regresi. Dimana variabel CETR, IOWN, SIZE
dan LEVG merupakan variabel yang pengukurannya non-dummy,
sedangkan variabel EXCH dan BIG4 merupakan variabel
dummy.

CETR merupakan tindakan penghindaran pajak yang
dilakukan oleh perusahaan. Nilai terendah dari CETR sebesar -
0,987 dan nilai tertingginya sebesar 0,213. Nilai negatif ini
menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghematan
pajak melalui skema penghindaran pajak, sedangkan nilai
positif menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan
penghindaran pajak. Nilai mean CETR sebesar 21,3 persen dalam
penelitian ini. Nilai tersebut identik dengan yang dilaporkan
oleh Adeyani & Winnie (2016) dalam konteks setting negara
yang sama. Nilai identif dengan penelitian sebelumnya juga
berlaku untuk variabel lainnya. IOWN merupakan proporsi
kepemilikan insitusional dalam kepemilikan saham. IOWN
memiliki nilai mean sebesar 0,335. Temuan ini tidak berbanding
lurus dengan temuan pada Khurana & Moser (2013) dimana
konteks penelitiannya dilakukan di negara maju.

Tabel 2. Statistik Deskriptif
Panel A: Variabel Non-Dummy

Variabel N Min Max Mean Sed
Dev
CETR 449 -0,987 0,974 0,213 0,319

[OWN 449 0000 00994 0335 0,318
SIZE 449 17716 34799 27762 35500
LEVG 449 5116 11098 0797 1257

Panel B: Variabel Dummy

Variabel Kategori N Persentase (%)
EXCH Risk Averse 365 81,3
Risk Taker 84 18,7
Total 449 100
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BIG 4 Non-Big4 237 52,8
Big4 212 472
Total 449 100

Sumber: Data diolah (2024)

Panel B mendeskripsikan EXCH dan BIG4 yang merupakan
variabel yang diukur dengan variabel dummy. Hasil statistik
menunjukkan bahwa sebagian besar eksekutif dalam
perusahaan cenderung bertindak risk averse (81,3 %) lebih
rendah dibandingkan yang bertindak risk taker (18,7 %). Selain
itu, jumlah perusahaan yang memakai jasa KAP Big 4 lebih
sedikit (52,8 %) dibandingkan yang tidak memakai jasa KAP
Big 4 (47,2 %).

Uji Korelasi

Tabel 3 menunjukkan korelasi variabel yang digunakan
dalam penelitian ini. Dapat diketahui bahwa variabel BIG4 dan
LEVG memiliki korelasi negatif dengan variabel CETR.
Sedangkan variabel EXCH, IOWN dan SIZE memiliki korelasi
positif terhadap variabel CETR. Multikolinearitas tidak
menjadikan persoalan di dalam model penelitian kami. Hal ini
ditunjukkan dari nilai VIF yang semuanya di bawah 10.

Tabel 3. Uji Korelasi

Variabel CETR EXCH IOWN BIG4 SIZE LEVG

CETR 1,000
EXCH 0,118 1,000
IOWN 0,061 0,019 1,000
BIG4 -0,002  -0,008 0,014 1,000
SIZE 0,145 0,121 -0,048  -0,099 1,000

LEVG -0,065 0,091 -0,024 0,060 -0,075 1,000
VIF 1,016 1,006 1,011 1,096 1,082

Sumber: Data diolah (2024)

Uji Hipotesis

Tabel 4 menyajikan hasil regresi antar variabel dalam
penelitian ini dengan penghindaran pajak sebagai variabel
dependen. Hasil regresi secara statistik menunjukkan bahwa
tiga variabel yaitu EXCH, IOWN dan SIZE memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah yang
negatif. Sedangkan untuk variabel BIG4 dan LEVG tidak
terbukti signifikan secara statistik. Kami memberikan prediksi
arah positif-negatif (+/-), karena ingin mengeksplorasi
bagaimana hasil empiris masing-masing variabel terhadap
penghindaran pajak.

Variabel EXCH, memiliki koefisien regresi dengan nilai
negatif signifikan yang dapat diartikan bahwa keberadaan
cksekutif dapat memitigasi penghindaran pajak. Variabel
IOWN memiliki koefisien regresi dengan nilai negatif
signifikan yang menunjukkan arti bahwa adanya kepemilikan
institusional mampu mengurangi penghindaran pajak. Variabel
BIG4 memiliki nilai koefisien regresi negatif tidak signifikan.
Hal ini menunjukkan arti bahwa kualitas audit belum mampu
untuk menurunkan penghindaran pajak.

Pada variabel kontrol pertama yaitu SIZE, koefisien regresi
menunjukkan arah negatif dan signifikan. Hal ini memiliki arti
bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan semakin tidak
melakukan penghindaran pajak. LEVG, koefisien regresi
memiliki arah positif namun tidak signifikan. Hal ini
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menunjukkan bahwa struktur hutang di dalam perusahaan
tidak bisa menurunkan penghindaran pajak.

Tabel 4. Uji Regresi

Variabel Prediksi Arah Coef. t-stat
EXCH +/- -0,095 -1,993%**
IOWN +/- -0,093 -1,977**

BIG4 +/- -0,004 -0,092

SIZE ‘) 0,122 2, 470%*

LEVG +/- 0,016 0,335
N 449

Sumber: Data diolah (2024)
** menunjukkan signifikansi pada tingkat 5%

Pembahasan
Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4, menunjukkan
bahwa variabel karakter eksekutif (EXCH) dengan nilai
koefisien regresi sebesar -0,095 dan nilai t-stat sebesar -1,993
yang signifikan pada tingkat a=5%. Hal ini dapat diartikan
bahwa karakter eksekutif mampu menurunkan aktivitas
penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka pernyataan Hl
dapat didukung.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Adeyani & Winnie (2016), yang menemukan
bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini
selaras dengan hasil penelitian Baghdadi et al. (2022), yang
mampu membuktikan bahwa keberadaan eksekutif di dalam
perusahaan mampu menurunkan praktek penghindaran pajak.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa karakter eksekutif
menurunkan praktek penghindaran pajak. Sebaran data sampel
dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2
menunjukkan bahwa mayoritas eksekutif perusahaan
manufaktur di Indonesia didominasi oleh karakter risk averse.
Karakter risk averse yang dominan tersebut mencerminkan
keputusan manajerial yang diambil. Keputusan manajerial yang
diambil oleh para eksekutif merupakan keputusan yang tidak
memiliki risiko tinggi. Perusahaan manufaktur telah memiliki
banyak risiko operasional bisnis dan keuangan sehingga
aktivitas penghindaran pajak dianggap akan menimbulkan
risiko pada tataran yang tidak dapat ditoleransi oleh
manajemen. Oleh karena itu, maka manajemen memutuskan
untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran
Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4, menunjukkan
bahwa variabel kepemilikan institusional (IOWN) dengan nilai
koefisien regresi sebesar -0,093 dan nilai t-stat sebesar -1,997
yang signifikan pada tingkat a=5%. Hal ini dapat diartikan
bahwa keberadaan kepemilikan institusional —mampu
menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena itu,
maka pernyataan H2 dapat didukung.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Khan et al.
(2017 dan Shi et al. (2020) yang menemukan bahwa
kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap
penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini mendukung
Alkurdi & Mardini (2020) yang menemukan bahwa
kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak.
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Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kepemilikan
institusional mampu mempengaruhi penghindaran pajak secara
negatif. Sesuai sebaran sampel pada Tabel 2, menunjukkan
bahwa kepemilikan saham didominasi oleh kepemilikan
institusional. Adanya investor institusional dalam kepemilikan
saham terbukti mampu menjadi sebuah komponen utama
untuk menurunkan aktivitas yang berisiko. Dalam hal ini,
investor institusional menjalankan peran pengawasan dengan
efektif terkait keputusan oportunistik yang diambil oleh
manajemen.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4, menunjukkan
bahwa variabel kualitas audit (BIG4) dengan nilai koefisien
regresi sebesar -0,004 dan nilai t-stat sebesar -0,092 yang tidak
signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas audit belum
mampu menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena
itu, maka pernyataan H3 tidak dapat didukung,

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian
Bird & Karolyi (2017) dan Mitto et al. (2023) yang dilakukan di
negara maju dengan tingkat tata kelola perusahaan yang sangat
baik. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kualitas audit
menjadi elemen kunci untuk menurunkan asimetri informasi
dan benturan kepentingan dalam konteks hubungan keagenan.

Penelitian ini membuktikan bahwa pada konteks negara
berkembang, kualitas audit belum mampu menurunkan
asimetri informasi dan perilaku oportunistik manajemen
(Ayuputri et al, 2023). Sebaran data sampel pada Tabel 2
menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa
Kantor Akuntan Publik Big-4 maupun non Big-4 relatif
seimbang. Namun demikian, hal ini menunjukkan adanya
dualisme peran jasa Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Selain
menyediakan jasa audit, Kantor Akuntan Publik juga
menyediakan jasa lainnya terkait pelaporan perpajakan dimana
memberikan rekomendasi kepada klien untuk menjalankan
strategi manajemen perpajakan.

KESIMPULAN

Sesuai diskusi dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa karakter eksekutif terlibat aktif dalam
menentukan Keputusan bisnis terkait penghindaran pajak
dengan menjaga tingkat risiko yang mungkin dapat timbul.
Selain itu, kepemilikan institusional menjadi komponen
penting dalam menekan adanya praktek penghindaran pajak.
Selanjutnya, kualitas audit menjadi sebuah mekanisme GCG
yang tidak mampu menurunkan penghindaran pajak.

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki suatu
keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini,
Pertama, penelitian kami hanya dilakukan dalam satu sektor
industri yaitu industri manufatur dengan periode penelitian
yang relatif singkat yaitu selama lima tahun. Penelitian
selanjutnya dapat menggunakan sektor industri lainnya yang
dimungkinkan untuk memberikan hasil penelitian yang
berbeda. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan satu proksi
untuk masing-masing variabel dalam model pengujian.
Schingga, disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat
menggunakan beberapa variabel lainnya seperti diversitas
dewan direksi dan dewan komisioner atau menggunakan
beberapa proksi penghindaran pajak lainnya seperti book tax
differences, effective tax rate atau tax haven countries agar dapat
memperoleh hasil penelitian yang lebih dapat digeneralisir.
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